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RANCANGAN

PERJANJIAN KERJASAMA 
ANTARA 
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 

DENGAN
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 
Nomor : 180/ .......  /429.012/2013

Nomor : ................................/2013
TENTANG

IMPLEMENTASI PROGRAM PEKERJAAN LAYAK 
Pada hari ini, .......... tanggal ........ bulan ...... tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. RENDRA KRESNA 
: 
Bupati Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan kedudukannya seperti tersebut diatas, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang yang berkedudukan di Malang serta selanjutnya disebut sebagai ....... PIHAK kesatu ;
2. PETER van ROOIJ
:
Direktur Kantor International Labour Organization untuk Indonesia dan Timor Leste, dalam hal ini bertindak dalam jabatan                 dan kedudukannya seperti tersebut diatas, untuk dan atas nama International                 Labour Organization yang berkedudukan                di Jakarta serta selanjutnya disebut               sebagai .................... PIHAK KEDUA ;
Berdasarkan :
a. Perjanjian Dasar sebagaimana telah direvisi dan ditandatangani Pemerintah Indonesia pada 29 Oktober 1954;

b. Pakta Lapangan Kerja Indonesia Tripartit 2011 – 2014, tanggal 13 April 2011;

c. Program Pekerjaan Layak Nasional 2012 – 2015, tanggal 19 September 2012, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); sebagaimana terlampir dalam Lampiran II;

d. Rekomendasi ILO Nomor 202 tentang Landasan Perlindungan Sosial Nasional;

e. Penjabaran Proyek Teknis Pelayanan Satu Atap Untuk Perlindungan Sosial (PSA) oleh Organisasi Perburuan Internasional yang diwakili oleh Kantor Organisasi Perburuan Internasional sebagaimana terlampir dalam Lampiran III;

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional;

h. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

j. Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
k. .................................................................... aturan yang ada lebih lanjut akan menyusul.
Kedua belah pihak sesuai kedudukannya masing-masing menyatakan sepakat dan mengikatkan diri dalam satu kerjasama dalam  Implementasi Program Pekerjaan Layak dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

OBYEK DAN BENTUK
Pasal 1 
(1) Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah : 
a)
Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan; 
b)
Hubungan industrial yang harmonis dalam konteks pemerintahan yang efektif;

c) Perlindungan Sosial bagi Semua melalui, dalam tahap-tahap awal, tiga proyek kerjasama teknis, yaitu :

1.
Pelayanan Satu Atap melalui proyek Single Window Service (SWS);
2.
Akses Pekerjaan Layak bagi Kaum Perempuan melalui proyek “MAMPU”; 
3.
Promosi Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga untuk Menghapuskan Pekerja Rumah Tangga Anak melalui proyek “PROMOTE”.
(2) Bentuk perjanjian kerjasama ini adalah kerjasama saling menguntungkan tentang Implementasi Program Pekerjaan Layak.
KEWAJIBAN

Pasal 2

(1) Pihak Kesatu berkewajiban : 
a. bertanggungjawab atas capaian kerjasama teknis di tingkat Kabupaten melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang ;

b. menugaskan personalia sebagai focal point untuk membantu pelaksanaan program dan proyek;
c. mendukung upaya International Labour Organization untuk penggalangan sumber dana baik secara Internasional, domestik dan swasta;

d. memberikan bantuan teknis yang diperlukan dalam mengimplementasikan kegiatan program;

e. memfasilitasi pertemuan secara berkala antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan para pihak yang berkepentingan dalam Implementasi Pekerjaan Layak.
(2) Pihak Kedua berkewajiban :

a. membantu penggalangan sumber daya dan memberikan bantuan teknis dalam mengimplementasikan pekerjaan layak, sesuai dengan tata-cara, aturan, prosedur dan arahan, ketersediaan dana dan kondisi yang disetujui secara tertulis;
b. melaporkan secara berkala perkembangan dari kegiatan Implementasi Pekerjaan Layak kepada Pihak Kesatu.
JANGKA WAKTU 

Pasal 3
Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang secara periodik atas kesepakatan kedua belah pihak.
PERSELISIHAN
Pasal 4
(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat;
(2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui Pemerintah Pusat dengan tetap mengedepankan azas musyawarah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(3) Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Pasal ini terdapat salah satu pihak yang tidak menerima Keputusan Pemerintah Pusat, dapat mengajukan penyelesaian lebih lanjut kepada Mahkamah Agung.
KETENTUAN Penutup
Pasal 5
(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya, akan ditetapkan kemudian oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam Keputusan Bersama;
(2) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyetujui bahwa dengan adanya Perjanjian Kerjasama ini akan tunduk dan patuh terhadap apa yang diperjanjikan;

(3) Perjanjian ini mengikat Pihak Kesatu dan Pihak Kedua serta tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan maksud dari perjanjian ditepati serta ditaati secara semestinya.
Pasal 6
Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.
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